PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA. PEMBIAYAAN BEASISWA PEND}DH{AN

Menimbang

Mengingat

PERATURAN GUBERNUFE KALIMANTAN BAE’;A’I‘
NOMOR o “TAHUN 2021

TENTANG -

NEGEF& DAN SEKOLAH LUAR BiASA NEGERI o
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

memberlkan

dalam

a.  bahwa f rangkta

Kej Jmuan Negen daﬂ Sekoiah Lual Blas
dltetaplgan Per atu1a11 Gubemur Nom@'

saat 1m sehmgga peﬂu dlgantl _
C. bahwa : bezdasarkan per tlmbangan __

menetapk:an Peiatuiarz Gubei nur teniang
Tekms ;

Biasa Negem

1. Pasal 18 ayat . (6) Undang—Undm1g.:= Dasat
Republik Indonesia’ Tahun 1945;° :
2.  Undaiig-Undang ~‘Nomor 25 ’I‘ahun-' 1956-_ tentang.
Pembentitkan . Daer ah~Daerah_ Provinsi
Kalimantan  Barat, = sl
Kalimaritan  Timur (Lembaran
Indonesza Nomor 65 Tahun

3. Undemg{}ndmig Nomor 2{) Tahun QC}C}f
S1Stem 3 Pendzdlkan Naszonal




10.

11.

12,

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 ’I‘ahun 2005 tentancr o
Standar Nasional Pendidikan {Lembaran ‘Negara -
Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahaﬁ IR R
Lembaran Negara Republik Indonesia: Tahun 2005
Nomor 4496) sebagainana telakh 'beberapa kali- dmbah"; el g
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 |
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan = -
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar =~
Nasional Pendidikan (Lembaran - Newaza Repubhk-
Indonesia Tahun 2015 Nomor .45, Tambahan- :
Lembaran Negara Republik Indonesia Nemm 567()) —
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun: 2008 ientang' -
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Repubhk B
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Con
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nemoz 4864) P
Peraturan Pemerintah- Nomor 17 Tahun 2010 tetﬂiang-_.j_'_‘;:
Pengelolaan  dan  Penyelenggarasan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik -Indonesia Tahun 2010 =
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 S
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor =~
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan  dan
Penyelenggaraan  Pendidikan. (Lembaran - Nega;a;_-ﬁ ot
Republik = Indonesia  Tahun = 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara - Repu‘bhk Indones;a' i
Nomor 5157); B
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang'f-[ SR
Pengelolaan Keuangan = Daerah- (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tabahaﬂ s
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); = -
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nom{}r i
75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita: Negara R
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117); (i
Peraturan Menteri Pendidikan dan. Kebudayaan Nomcn P
24 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis ‘Bantuan .
Operasional  Sekolah - (Berita '~ Negara Repubhk;?‘,i.i-:' s
Indonesia Tahun 2018 Nomor 136); B :
Peraturan Menteri Dalath ' Negeri ! Nomcr 77 Tahun
2020 tentang Pedorhan. Teknis Pengelclaan Keuangan]‘.;.
Daerah (Berita Negara Repubhk Indonesm ’E‘ahun 202(3 S
Nomor 1781); S
Peraturan Daerah -Nomor 7 Talmn 2018 tentang-.ﬁj}; '_
Pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Cud
Khusus (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat & =
Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah i
Provinsi Kalimantan Barat Nomor Ty CEETALE
Peraturan Daerah Nomor .5  Tahun 2020 temang g
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran  Daerah =
Provinsi Kalimantan Barat ‘Takun 2020 Nomor 5yl
Tambahan Lembaran Daerah Pmmns1 Ixahmantan. e
Barat Nomor 3); o B
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14. Peraturan Daerah. Nomor 15 ’Z{‘ahu:n 2020 tentang O
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Provinsi =~ =
Kalimantan Barat Tahun Anggara:n 2021 (Lembaran &
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahu_n 2020 Nomorf SIS

15, Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahml 2020 tentang' S
Penjabaran Anggaran Pendapatan: Be‘ianja Daerah: - -
Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 =
(Berita Daerah Provinsi Kahman’tan Barat Tahun 2020 S N
Nomor 155) L

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  PERATURAN GUBERNUR . TENTANG PEDOMAN ety
P}ELAKSANAAN PEMBIAYAAN BEASISWA PENDEDIKAN PADA::_ I
SEKOLAH MENENGAH ATAS - -NEGERI; - SEKOLAH
MENENGAHM KEJURUAN NEGERI DAN - SEKOLAH LUAR;"F
BIASA NEGERIL

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kalimafntan Barat. . ST i D o
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai 'uﬁ'siiir penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang mermimpin pelaksanaan ur usan Pemermtahan i
yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kahmaman Barat | o
Gubernur adalah Gubernur Kahmantan Barat, ' s S
4. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi - Kahmantan Bara‘i: yang
selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat. Daerah yang membzd&ngi Urus;an .
Pemerintahan di Bidang Pend1d1kan dan Kebudayaan RNt :
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selan Jutnya dzsmgka‘a APBD:”
Provinsi adalalh Anggaran Pend&pa’tan dan Be}anga Daezah Provin
Kalimantan Barat. IR
6. Pembiayaan Beasiswa Pendzdlkan yang seianjutnya d;smgkat PBP adalah-ﬁ ’
program untuk membebaskan beban orangtua/wah meialuz shanng dana.-:
Bantuan Operasional Sekolah yang bersuntber dari Anggararl Pendapatan dan*
Belanja Daerah dengan program Pendidikan Menengah Umversa} (PMU) - yaﬁg-_.-_
dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belaﬂga Negara (APBN) |
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Biaya Operasional Sekolah adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan
kegiatan proses belajar mengajar yang terdiri dari biaya personal dan biaya
nonpersonal.

Timm Manajemen Pembiayaan Beasiswa Pendidikan adalah pengelola
Pendidikan yang berkedudukan di Dinas dan di Satuan Pendidikan SMAN,
SMKN dan SMALB Negeri.

Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya disingkat SMAN adalah satu
di antara bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan
pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah.

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri vang selanjutnya disingkat SMKN adalah
satu di antara bentuk satuan pendidikan formal vang menyelenggarakan
pendidikan  kejuruan pada jenjang pendidikan menengah vyang
mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja di bidang tertentu.
Sekolah Luar Biasa Negeri yang selanjutnya disingkat SLBN adalah Sekolah
yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah meliputi SDLB Negeri, SMPLB
Negeri dan SMALB Negeri.

Satuan  pendidikan adalah  kelompok layanan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal
pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru serta
berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan
diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan/atau
diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan
pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik sesuai peraturan
perundang-undangan.

Pembiayaan Beasiswa Pendidikan adalah Program Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Barat berupa pemberian dana langsung kepada siswa
SMAN, SMKN, SLB Negeri vang selanjutnya akan masuk ke rekening
penampung sekolah untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya
operasional sekolah dan pembiavaan lainnya penunjang proses pembelajaran.
Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS
adalah rencana biaya dan pendanaan program/kegiatan untuk satu tahun
anggaran baik yang bersifat strategis ataupun rutin, mencakup semua biaya
dan pendanaan vang ada pada Rencana Kegiatan Tahunan vang terdiri dari
dua bagian yaitu Pendapatan dan Belanja dan hanya mencakup dana dalam
bentuk uang vang diterima dan dikelola langsung oleh sekolah.

Komite sekolah adalah lembaga mandiri yvang beranggotakan orang tua/wali
peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli
pendidikan.
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~ Pasal2

Peraturan Gubernur ini dlmaksudkan o e . SR
a. sebagai dasar pengelolaan dana PBP agar tepat sasaran daiam pemanf aaian'
dana Pendidikan dalam mendukung perluasan kesempatan memperoleh'_fi_-'_._.__ S
layanan pendidikan yang bermutu bagi. Satuan - Pendidikan Menengah Atas .
Negeri, satuan Pendidikan Menengah Kejuruan cla,n Sa.tuam Pendzdlkan Khusus -ff' St
Negeri; - : L A T T e e : .
b. sebagai dasar pertanggungjawabaﬂ keuangan dana PBP secara tertz' :
transparan, akuntabel, tepat waktu dan bebas dari penyzmpangan :
c. sebagai sarana penting untuk. periuasan kesempaian dan pemng {aian mum
pendidikan; dan e
d. memberikan kepastian bahwa tldak ada peserta d1d1k tzdak mampu yang putusf;_; -
sekolah. - : T T P o '

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai’ da,sar cian acuan bagz "Saman
Pendidikan dalam melakukan pengeloiaaﬂ dan pemanfaatan dana PBP ;

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Crubernur ini mehput:
perencanaan, - Lo

pelaksanaan biaya banman pend1d1kan

larangan;

sanksi; SR

monitoring dan evaluasi; dan -

peran serta masyarakat.,

Mmoo T

. BAB H R '
ALOKASI SASARAN PENERIMA

Bagmn Kesa‘tu L e
Alokasi Dana Pembmyaan Beasmwa Pendldlkan

_ Pasal 5 -

(I} Sasaran penerimaan PBP adalah siswa 3en J&l’lﬂf SMAN SMKN dan SLBN : o
(2) Setiap SMAN, SMKN dan SLBN ‘berhak mendapatkan dana_ PBP pemermtah‘-;i{: e
daerah yang d1transfer ke rekenmg sekolah penerlma TR Srat )

Pasai 6

Alokasi dana PBP yang bersumber darl AFBD untuk seizap satuan pendzdzkara
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas’ usuian Kepala Dmas :

5
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Bagian Kedua
Sasaran Penerima Dana Pembiayaan Beasiswa Pendidikan

Pasal 7

Setiap Sekolah yang menerima dana PBP wajb méngﬂmﬁ pedoman -
pelaksanaan pemanfaatan dan pertanggungjawaban keuangan yang dlt Eiapkan o

oleh Pemerintah Daergh.

Setiap SMAN, SMKN dan SLBN penerima dana PBP tidak dipeﬂ«:enankan untuk' BEIE
menarik iuran kepada siswa, kecuali SMKN Pelayaran yang mermhkz program'__;? SR

keahlian kapal niaga dan program kelas industri,

EBagian Ketiga -
Peruntukan Biaya Beasiswa Pendidikan

Pasal 8

Dana PBP dapat digunakan untuk membantu biaya operaszomal sekolah danj;_'_é o
menunjang kegiatan yang tidak dibiayai oleh BOS Regaler kecuah unmk G

pembiayaan tenaga kontrak Pendidikan. _
Penggunaan dana PBP dﬂakukan berdasarkan prmszp

a. fleksibilitas yaitu peng gunaan dana PBP dikelola sesuai denaan kebumhan S

sekolah;

b. efektivitas yaitu penggunaan dana PBP dmpayakan dapai membemkan:f”_f :
hasil, pengaruh dan daya guna untuk mencapai tujuan pendid]kan sekolah; Lt
c. efisiensi yaitu penggunaan dana PBP diupayakan untuk memngkatkan R

kualitas belajar dengan bzaya seminimal mungldn; -

d. akuntabilitas yaitu penggunaan dana PBP -dapat dlpertanggunh}awabkan-_'f___;.;_: _-';:
secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang 10g18 sesuai ketenman L

peraturan Perundang- undangan dan

€. transparansi yaitu penggunaan dana PBP dlkeloia secala ter‘buka dan
mengak omodir aspirasi pemanaku kepentingan sesuai. deﬂgan R{ebutuhaﬂ_ R

sekolah.

Penggunaan dana PBP untuk blaya operasional sekolah se’bagamaana dimaksud. : B

pada ayat (1) dilaksanakan untuk kegiatan yvang terdiri dari:
penerimaan peserta didik baru;

pengembangan perpustakaan;

kegiatan pembelajaran da;ﬁ. ekstrakurikuler;

kegiatan assesmen/evaluasi pembelajaran;

administrasi kegiatan sekolah; S
pengembangan profesi gum dan tenaga kependidik an, S o
langganan daya dan Jasa; |
pemeliharaan sarana prasaraﬂa sekolah;

penyediaan alat multimedia pembela jaran;

penyelenggaraan kegiatan pemngkatan kompetenisi keahhan

FTTRE® e a0 T

dan/atau _
pembayaran honorarium. -

—
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Bagian Keempat
Besaran /Satuan Biaya

Pasal 9

Dana PBP diberikan sebagai kompensasi atas iuran komite yang d1ber1kan o

dengan besaran yang d1sesua1kem dengan juran sekolah pada tahun anggaran
ber jalan.

Besaran alokasi dana PBP yang diterima oleh masing-masing. Sekaiah e

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah -Pﬁ‘Sf_ilfta e
didik dikalikan dengan satuan biaya. S

Satuan biaya sebagaimana dzmaksud pada ayat (2) dengaii'fketénﬁléin -ééb‘aé‘a"i a8

berikut:

a. jJjenjang SMA Negeri sebesar Rpl.200.000,00 (satu 3uta dua ratus rlbu '

rupiah) per 1 (satu) orang peserta didik setiap 1 (satu) tahun

b. jenjang SMK Negeri sebesar Rpl.200.000,00 (satu juta dua- i‘atus mbu'_ |

rupiah) per 1 (satu) orang peserta didik setiap 1 (satu) tahun dan

c. jenjang SLB Negeri sebesar Rp 2.400.000,00 (Dua juta Empat ratﬁs mbu:__*'__ B

rupiah) per 1 (satu) orang peserta didik setiap 1 (satu) tahun.

BAB 11
PELAKSANAAN PENERIMA DANA PEMBIAYAAN BEAS‘ISWA PENDIDIKAN

B&g}aﬂ Kesatu
Perangkat Pelaksana

Pasal 10

Perangkat pelaksana dana PBP meliputi:
a. Tim Pengaral;

b. Tim Manajemen Provinsi; dan

c. Tim Manajemen Sekolah.

Tim Pengarah dan Tim Manajemen Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat' R

(1} ditetapkan dengan Keputusaﬁ Sekretaris Daerah.

Pasal 11

Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunym :
tugas dan tanggungjawab memberikan arahan dalam pelaksanaan dana PBP

Tim Manajemen Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 &yat ( ) huruf b.'j . i

Pasal 12

mempunyai tugas dan tanggung jawab:

=

b.
c.

menetapkan alokasi dana PE%P yvang bersumber dari- dana APBD Pl ovmsa  _ i

untuk tiap Sekolah;

menetapkan sekolah yang menerima bantuan Pendidikan; -7 B B
merekapitulasi data jumlah siswa tiap sekolah;

7
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£

melakukan verifikasi ulang datajumlah siswa tiap sekolah sebagai dasar dalam
menetapkan alokasi pada tiap sekolah;

merencanakan dan melakukan sosialisasi;

melakukan pendataan dan sosialisasi

menyalurkan dana ke rekening siswa;

melaksanakan koordinasi dengan lembaga penyalur dalam penyaluran dana;
melakukan penelaahan RKAS PBP;

mengelola Barang Milik Daerah yang bersumber dari dana PBP;

mengawasi pelaksanaan anggaran Dana PBP;

merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;

memberikan pelayanan pengaduan masyarakat;

menyelesaikan permasalahan/penyimpangan di Daerah; dan

melaporkan pelaksanaanya kepada Gubernur.

o B gr*“;e:-'%“-r“-‘:rqq I o)

Pasal 13

Tim mana jemen Provinsi menyalurkan dana PBP secara transparan, dan akuntabel.

Pasal 14

Tim Manajemen Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf ¢

mempunyai tugas dan tanggungjawab:

a. menyusun dan menyampaikan data jumlah dan nama siswa;

b. menyusun dan menyampaikan RKAS Kepada Kepala SKPD;

c. melaksanakan penggunaan dana PBP sesuai pedoman dan arahan Tim
Maria jemen;

d. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran

belanja Dana PBP;

melaksanakan anggaran dana PBP;

melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahk an pembayaran dana PBP;

melakukan verifikasi atas bukti penerimaan dan belanja Dana PBP;

menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dana PBP;

menandatangani rekapitulasi pembelian barang milik Daerah dari Dana PBP;

melaporkan barang milik daerah dari dana PBP kepada Pengguna Anggaran-

SKPD;

k. melakukan pergeseran belanja pada RKAS berdasarkan persetujuan Komite
sekolah;

. mengawasi pelaksanaan Dana PBP; dan

m. melaksanakan tugas lainnya sesuai ketentUan peraturan perundang-
undangan.
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Bagian Kedua
Penyaluran

Pasal 15

Dana pBP diberikan selama 12 (dua belas) bulan setiap tahunnya, yang disalurkan
secara periodik setiap 3 (tiga) bulan dengan tahapan penyaluran sebagai berikut:
periode januari s.d maret;

periode april s.djuni:

periode juli s.d september; dan

periode oktober s.d desember.

o o

Pasal 16

Mekanisme penyaluran dana PBP dilaksanakan sebagai berikut:

a. penyaluran dana PBP disalurkan melalui rekening setiap siswa; dan

b.  berdasarkan rekening siswa tersebut disalurkan ke rekening penampung
sekolah oleh Bank melalui surat kuasa pemindahbukuan dari selolah.

Pasal 17

(1) Dana PBP harus diterima secara utuh sesuai dengan alokasi yang telah
ditetapkan.

(2) Penyaluran dana dilaksanakan oleh Tim Manajemen Provinsi melalui Bank
Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Penarikan dana pembiayaan Beasiswa Pendidikan bagi jenjang SMA Negeri/SMK

Negeri dan SLB Negeri dilakukan dengan ketentuan:

a. pada Jenjang SMA dan SMK Pengambilan dana dilakukan oleh Kepala Sekolah
dan bendahara sekolah melalui surat kuasa dengan tanda tangan siswa vang
dibuat secara kolektif dan dapat dilakukan sewakiu-waktu sesuai kebutuhan;

b. pada Jenjang SLBN Pengambilan dana dilakukan oleh Kepala Sekolah dan
bendahara sekolah melalui surat kuasa dengan cap jempol siswa yang dibuat
secara kolektif dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;

c. dana yang sudah ditarik dari rekening siswa, oleh Bank langsung
dipindahbukukan ke rekening sekolah;

d. dana yang telah ditarik dari rekening siswa dipergunakan oleh sekolah untuk
membiayai keperluan sekolah sesuai yang tercantum dalam juknis; dan

e. penggunaan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sesuai dengan RKAS.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Biaya Beasiswa Pendidikan

Pasal 19

Pengelolaan dana PBP dilaksanakan dengan menerapkan Manajemen Berbasis

sekolah, dengan ketentuan:

a. sekolah wajib mengelola dana secara profesional, transparan dan akuntabel;
dan
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(1)

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

Dalam upaya pencegahan terhadap penyimpangan dan kesalahan dalam

pengelolaan PBP, Tim Manajemen Provinsi melakukan Monitoring dan
Evaluasi.

Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara: - .
a. internal; dan

b. eksternal.

Monitoring Internal sebagaimana dimaksud pada avat (2} huruf a dilakukan |
oleh Tim Manajemen Sekolah dengan mengedepankan pembinaan dalam
upaya penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan Pembiayaan Banfuan .

Pendidikan.

Monitoring eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2} hurufb, dﬂakukan :

melalui

a. evaluasi terhadap pelaksanaan program;

b. analisis terhadap dampak program;

c. analisis terhadap kelemahan program; dan
d. rekomendasi untuk perbaikan program.

BAB Vi1
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Gubernur melalui perangkat daerah yang menangani urusan’ dibida.r'i.g'l.
Pendidikan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan_. |

PBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pembinaan dan pengawas sebagaimana - dlmaksud pada: Lol
ayat (1), dapat berkoordinasi dengan aparat pengawas intern- pemerzntah‘ En
daerah, _ it B

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal29

Sekolah melaiui Komite Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat R

untuk memenuhi kebutuhan yang tidak teranggarkan melalui dana PRP.

Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa . uang, dan
atau barang/jasa yang bersifat sukarela, tidak mengikat, dan’ tzdak ditentukaﬁ‘- S

jumlahnya maupun jangka waktu pemberiannya.

Pengelolaan sumbangan yang diterima dari masyarakat "Sébagaimaﬂa] :
dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti prinsip transparan dan akunta‘be}' S

sesuai ketentuan peraturan perundang~undangan
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BAB Vil
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlakuy, Peraturan Guberhur Ka}.unantan

Barat Nomor 121 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksarlaan Pemblayaan s ; 
Beasiswa Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah =
Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri (Befita Provinsi Kahmantan Barat L

Tahun 2020 Nomor 121), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, -

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintabkan Pengundangan Pera‘iuran g _:'
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Prz)vmsl Kahmantan"f' AL

Barat

Ditetapkan di Pontlanak B
pada tanggal & &gﬁ%%% o 2021

¥GUBERNUR KALIMANTAN BARAT Ufféﬁ, R

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 2 #esbvs 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

SUKALIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 N(E)MOR g@f’ «rf S
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LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR &% TAHUN 2021 :
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN. BEASISWA |
PENDIDIKAN PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERL. o

TATA CARA PENGELOLAAN DAN PELAPORAN DANA
PEMBIAYAAN BEASISWA PENDIDIKAN

A, Tujuan Dana PBP

Secara Umum Dana Pembiayaan Beasiswa Pendidikan bertujuan untuk o
membantu pendanaan biaya operasional sekolah yang tidak dibiayai dari-

Dana BOS, meringankan beban biaya operasi Sekolah bagi peserta didik = o
pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan menmgkatkanf o

kualitas proses pembelajaran di Sekolah. :
Secara Khusus Dana PBP: bertujuan untuk membebaskan pungu’tan- S

dan/atau membantu tagihan biaya di SMA dan SMK bagi peserta didik S

dalam rangka memperoleh layanan Pendidikan yang gratis’ dan berkuahtas

B. Sasaran L
Sasaran dana PBP yaitu sekolah yang diselenggarakan oleh Pememntah :
Daerah atau masyarakat penyelenggara pendidikan yang telah’ terdata™ .
dalam Dapodlk Bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat teiah 5
merniliki izin operasional o

C. Waktu penyaluran o
Penyaluran dana PBP dilakuk an secara triwulan dengan keteniuam

triwulan I paling cepat bulan Februari;

triwulan 1 paling cepat bulan April;

triwulan I paling cepat bulan Juli;

triwulan IV paling cepat bulan Oktober

~oop

TATA CARA PENGELOLAAN DAN PELAFPORAN DANA

A, Tata Cara Pengelolaan

1. Struktur Keanggotaan

Gubernur membantu Tim PBP Provinsi dengan susunan 1<:eanggotaan5 [

yang terdiri atas:

a} Pengarah Gubemur

b) Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah A
c} Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Provmsz C
d)

Tim Pelaksana Program PBP
(1) Tim pelaksana SMA dan SLB
(2) Tim pelaksana SMK
(3) Penanggung jawab data;
a) penanggungjawab data PBP SMK, SMA dan SLB;

b) unit monev dan publikasi atau hubungan masyaﬁra.‘k{at (dari .

unsur Dinas Pendidikan Provinsi)

Koordinasi antar tim pelaksana program secara, internal daﬂ ekstemal: SR
Dinas Pendidikan Provinsi berada dibawah kendah Bzdang S&tuan B

Pendidikan Dinas Pendldzkan Provinsi.
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Tugas Tim PBP Provinsi sebagai berikut:

mempersiapkan dokumen pelaksanaan anggaran oleh pejabat pengelola
keuangan daerah berdasarkan alokasi Sekolah penerima PBP yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan program PBP kepada
Sekolah;

memberikan sosialisasi atau pelatihan program PBP pada  Sekolah
dengan melibatkan kepala Sekolah, pengawas Sekolah, Komite Sekolah,
dan masyarakat;

melakukan pembinaan SMA, SMK, SLB Negeri dalam pengelolaan dan
pelaporan PBP;
memverifikasi k elengkapan data Sekolah (jumlah peserta didik, nomor
rekening, dan lainnya); :
melakukan pencairan dan penyaluran dana PBP ke rekening Sekolah
secara tepat wakty;

menegur dan memerintah untuk membuat laporan bagi SMA, SMK,
SLB Negeri yang belum membuat laporan; _ .
memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat
dengan menyediakan saluran informasi khusus penggunaan dana PBP; -
melakukan monitoring pelaksanaan program PBP pada SMA, SMK , dan

SLB Negeri dengan membei"dayakan pengawas sekolah sebagai- Tlm-
Monitoring;

Pengelolaan dana PBP di sekolah dengan ketentuan sebagai ber:tkut

1)

2)
3)

e

Dana PBP dikelola oleh sekolah dengan menerapkan : pr11’13133*
manajemen berbasis sekolah meliputi kewenangan - sekolah “untuk
melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program sesuai -
kondisi dan kebutuhan sekolah;

Perencanaan mengacu kepada Evaluasi Diri Sekolah;

Sekolah mermiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan dana _:
PBP sesuai dengan kebutuhan sekolah memperhatikan prms1p pr msap :

pengelolaan dana PBP
Penggunaan dana PBP hanya untuk kepentingan penmgka‘tan Iayaﬂan_

pendidikan di sekolah dan tidak ada intervensi atau pemotongan dan_
pihak manapun;

Penggunaan dana PBP harus didasarkan ada kesepakatan da;n '

keputusan bersama antara Tim PBP, ou, dan komite sekolah: Hasil - -
kesepakatan dituangkan secara tertulis dalam bentuk rapat -dan - .

ditandatangani oleh peserta rapat Kesepakatan penggunaan dana PBP :
tidak boleh ada pengeluaran yang sama dari Dana BOS;
Pengelolaan Dana PBP di sekolah dilakukan oleh Tim PBP di sekolah

Tim PBP sekolah di tetapkan oleh Kepala Sekolah dengan- susunan : ER

keanggotan :

A. Struktur Keanggotaan

a) Penanggung Jawab : Kepala Sekolah

b) Anggota:
(1) Bendahara;
{(2) 1 (satu) orang dari unsur gury;
{(3) 1 (satu) orang dari unsur Komite Sekolal;
(4) 1 (satu) orang dari unsur orang tua/wali peserta didik di Iuar‘.'_ §

Komite Sekolah yang dipilih ol@h kepala Sekolah dan Komite

Sekolah  dengan mempertimbangkan kred1b1htas . _dan--

menghindari terj;admya konflik kepentingan; dan
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PENETAPAN ALOKAKASI DANA PENYALURAN DANA PEMBIYAAN BEASISWA [

(5) Bendahara Pembantu, 1 (Satu) orang dari PNS /bukan PNS =

(khusus bagi Kepala Sekolah merangkap sebagai bendahara =

PBP atau Guru yang merangkap sebagai bendahara). (tidak
diwajibkan dan tergantung dengan kemampuan gékolah).

B. Tugas dan Tanggung Jawab Tim PBP sebagai berikut: - -
1} Mengisi dan memuktahirkan data sekolah dan  siswa secara

lengkap dan valid ke dalam Sistem Aplikasi sesuai dengan kondisi E

riil di sekolah;

2) Bertanggung]awab mutlak terhadap hasil isian data sekolah dan
siswa yang masuk dalam system aplikasi;

3) Menyusun RKAS mengacu pada prinsip efektivitas, . efisiensi, . o

akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan dana PBP;

4) Melakukan input RKAS pada sistem yang telah disedi:'akan_g}}iﬁéﬁ; S
5) Memenuhi ketentuan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan

transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan dana PBP;

6) Menyelenggarakan = keadministrasian pert’mggmngjawabén

penggunaan dana PBP secara lengkap, serta menyusun  dan -

menyampaikan laporan penggunaan dana PRP- 3631181 dengan e

ketentuan perundang-undangan;

7) Bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan'
dana PBP yang diterima;

8) Bersedia diaudit oleh lembaga yang memiliki kewenaﬂgan_ : R

melakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan .perundang-

perundangan terhadap seluruh dana yang dikelola Sekolah baﬁ{__._- 7 :

yang berasal dari PBP maupun dari sumber lain; dan _
9} Memberikan peiayanan dan penanganan pengaduan masyarakat

'PENDIDIKAN

Pendataan

1.

Dalam melakukan pendataan melalui SALP2BOS dan a‘tau data yang" SR Ry

dikirim dari sekolah ke Provinsi.

2. Memutakhirkan data secara regular ketika ada perubahaﬁ data S R
minimal satu kali dalam satu semester. i B
3. Penetapan alokasi PBP tiap sekolah didasarkan pada’ data emeul batas"- o
waktu akhir pendataan Data berikut:
a) Triwulan I tanggal 20 Desember;
b} Triwulan H tanggal 10 April;
c) Triwulan HI Kelas XI dan XII tanggal 10 Juni; dan . -
d) Triwulan Il Kelas X dan Triwulan IV tanggal 10 September R I B
4. Siswa yang tidak terdapat dalam data Cudoff, dapat- dmsu}kan pacia S R
triwulan berikutnya. _ c S G
Alokasi

Penetapan alokasi tiap sekolah dihitung berdasaikan Jumlah perserta chdzk S
pada tiap sekolah dikalikan: dengan satuan biaya yang te}ah dltetapkan SRR

pada Surat Keputusan Gubernur,
Penyaluran Dana Pembiayaan Beasiswa Pendidikan

1.
2.

Penyaluran dana PBP dilakukan tiap triwulan;

Dana PBP disalurkan ke rekening setiap siswa: dré:enma secara’ utuh o
untuk kemudian dibayarkan ke sekolah - Penerima - dana Beaszswa“ R A

pendidikan dengan melibatkan komite sekolah;

io
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A.

B.

3. Jika terdapat peserta magang dalam waktu yang Iama /magang di 111 ar Lo

daerah, dana PBP dapat dipindahbukukan tanpa persetujuan siswa

melalui Surat pengantar dari Dinas Pendidikan yaﬁg dltu_;ukan ke'f.'_. i

4, Bank.

Jika terdapat peserta didik pindah/mutasi/meninggal setelah pencanan -
dana pada triwulan berkenaan, maka dana PBP yang sudah dlsalurkan :
dikembalikan ke Kas Daerah.

PENGUNAAN DANA

Umum
1. Perencanaan

a) Dana PBP yang diterima Sekolah tiap triwulan. dapat dlrencanakan:i L

untuk digunakan membiayai kegiatan lain pada trlwui?m beﬂkutnya e
b) Dana PBP digunakan sebagai penunjang bzaya BOS Reguler yang
pembiayaannya tidak tercantum di dalam dana BOS Reguler.:

c) Penggunaan dana yang pelaksanaanya bersifat kegiatan, biaya dapat __;f'," S

dibayarkan dari PBP meliputi honorarium panitia,’ pengadaaﬁ alat -

tulis kantor atau penggandaan materi, - biaya : penyzapan tempat -
kegiatan, honor mnarasumber Ilokal, dan/atau perjaianan “dinas
dan/atau penyediaan konsumsi bagi pamua dan:narasumber. apabﬂa-z_:'_--_f S
dibutuhkan dan sesuai dengan ketentuan perammn perundang- UL

undangan.

d) Pengadaan sarana dan prasarana oleh sekolah harus mengzl«;uu i

standar sarana dan prasarana dan spesifikasi yang berlaku

¢} Penggunaan dana yang pelaksanaan berupa pekerjaan: f1811<:, blayai
yang dapat dlbayarkma dari PBP mehputz pembaym an upah tukang Sl
sesuai standar biaya umum setempat, bahan, transpm tas1 dan/atau R

konsumsi.

) Satuan biaya u,ntuk belanja dengan mengwnakan dana PBP S
mengikuti ketentuan yang ditetapkan . oleh  Pemerintah Provmsx,_' e

dan/atau dmesuaikan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/}iota

Komponen Penggunaan Dana Pembiayaan Beaszswa Pendldﬁ{aﬂ pada“ '_ L

Jenjang SMAN, SMKN, SLBN
1 Pengembangan Perpustakaan : o
a) Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan

b) Pengembangan pangkalan data  (database) ' perpustakaan : dan
perpustakaan elektromk {e-library) atau perpustakaan chgltal (dzngal_.'_ Oy

librari j)

¢} Pemeliharaan perabot perpustakaan -atau’ pembehan Iemarz }ﬂpas:" :

angin, meja dan kursi perpustakaan. S g
d} Pemeliharaan dan/atau pembelian AC perpustakaan B

e} Pembiayaan lain yang relevan dalam ranglka menun 3ang operaswnal_-._'_- :

layanan perpustakaan.
2)  Penerimaan Peserta Didilk Baru

a) Biaya kegiatan PPDB : Pengadaan ATK, Penggandaan Formuhr
Penyediaan konsumsi, honorarium dan tranportam Panitia;
transportasi untuk koordinasi dengsn dinas pendidikan - provinsi, 0
pendataan ulang bagi peserta didik lama dan- publikasi “atau
pengumuman PPDB, pembelian kuota/pulsa - operator PPDB dan:-_'f:f B

biaya layanan PPDB dari ing (sewa aplikasi PPDB)
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b} Penentuan Peminatan dan biaya kegiatan pengenalan lingkungan
sekolah terdiri: pembelian ATK, Fotocopy bahan/materi, pembelian
alat dan/atau bahan habis pakai, penyediaan konsumsi, pembelian
kuota/pulsa dan/atau transportasi dan jasa profiesi  bagi
narasumber.

c) Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka penerimaan peserta
didik baru.

Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler ;

a. Kegiatan Pembelajaran
1) Membeli dan mengganti alat, bahan prak tikum dan alat peraga

yang diperlukan sekolah.

2) Pembelajaran remedialpengayaan materi, Pemantapan persiapan
ujian, dan/atau pelaksanaan tryout.

3) Biaya untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis TIK,
misalnya untuk pembelian bahan atau komponen material
perakitan, dan pengembangan e-book.

4) Pembelian atau langganan buku digital, dan/atau aplikasi
pembela jaran digital,

5) Mendukung penyelenggaraan pembelajaran aktif, kreatif, efektif,
dan menyenangkan.

6) Pengembangan pendidikan karakter dan penumbuhan budi
pekerti.

7) Pendidikan dan pengembangan sekolah sehat, aman, ramah anak
dan menyenangkan.

b. Kegiatan Ekstrakulikuler
1) Krida: kepramukaan, Latihan Kepemimpinan Siswa (LKS), Usaha

Kesehatan Sekolah (UKS), dan Pasukan Pengibar Bendera
(Paskibra).

2) Karya ilmiah, seperti kegiatan ilmiah, kegiatan penguasaan
keilmuan dan kemampuan akademik, dan penelitian.

3) Latihan olah bakat dan olah minat, seperti pengembangan bakat
olahraga, seni dan budaya, jurnalistik, teater, dan teknologi
informasi dan komunikasi.

4} Keagamaan, seperti ceramah Pemerintah keagamaan, baca tulis
al quran, retreat, dan/atau bentuk ekstrakurikuler keagamaan.

5} Pembiayaan lomba yang tidak dibiayai dari dana Pemerintah
Pusat atau Daerah, termasuk untuk biaya transportasi dan
akomodasi peserta didik atau guru dalam mengikuti lomba, dan
biaya pendaftaran mengikuti lomba.

6) Pelaksanaan kegiatan hari besar keagamaan dan hari besar
nasional.

7) Cakupan pembiayaan untuk kegiatan pembelajaran dan
ekstrakurikuler terdiri atas :

a} pembelian alat dan/atau bahan habis pakai;

b) konsumsi;

c) transportasi pendidik, tenaga kependidikan, pembimbing,
narasumber local;

d) honor pembimbing ekstrakurikuler; dan

e} jasa profesi narasumber.

c. Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang proses
pembela jaran dan kegiatan ekstrakurikuler.

i8
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Kegiatan Asessment dan Evaluasi Pembelajaran ' §
pembiayaan untuk penyeienggaraan ulangan harian, ulangan tengah .
semester, ulangan akhir semester, ulangan Kenaikan keias,_ survei

karakter, asesmen sekolah, asesmen berbasis _k{)mputer _dan/atau .
asesmen lainnya termasuk penyediaan laporan hasil - ulangan/

ujian/asesmen;
komponen pembiyaan mehpu‘a
a. Pengadaan soal;

b. penggandaan laporan pelaksanan hasil ulangan atau ujan untuk

disampaikan oleh guru kepada kepala sekolah, serta dari- sekolah I{e SRR

dinas Pendidikan dan kepada orang tua/wah peser‘ca dldjlx., RN

¢. biaya transportasz pehgawas ujian yang ditugaskan diluar sekoiahl_i-.:'
tempat mengajar, yang tidak dibiayai Pemermtah Pusat/Pemermtah g

Daerah;

d. biaya P@nyechaa:n Konsumsz peﬁyelenggaraan keglatan evaluas.l =

pembelajaran dan pemeriksaan hasil ujian di sekolah;

e. transportasi dan konsumsi penyusunan indicator cian penelaahaﬁ i

soal USBN di MGMP;

f. blaya penulisan, pencetakkan halaman belakang blanko z}azah da:n._-' e

Pencetakkan SKHUN;

g honorarium pengawas penilaian semester darni -penﬁalan‘“ --ak_h}:r B R

semester;

h. honorarium Panitia U31a11 penyusun soal, pengaivas ruangan, .

petugas Koreksi Ujian;
1. honorarium teknisi, honorarium proctor;
j. Honorarium Penuhs I }azah dan

k. pembiayaan lain yang relevan uniuk keblatan asessmen dan eva.luasi_ :_ S

pembelajaran.

Pembiayaan Administrasi Keglatm Sekolah

Pembiayaan dalam rangka pengelolaan dan Opezaslonal ;:utm sekoiah'_'__
yang terdiri perencanaan pelaksanaan, - aémlmstl asi dan peiapman-.__ B I

meliputi:

a) pembiayaan dalam rangka pengeiolaa:ﬂ dan operasmnal mun"'i-
sekolah baik dalam rangka pembela;aran tatap muka dan i e

pembela jaran jarak jauh;

b) digunakan untuk pembelian cairan atau saburi pembers1h taﬂgan L
pembasmi kuman (disinfectant), masker _-'at_a penun;a_tlg.;.

kebersiahan lainnya;

c} Pembelian Alat dan/atau bahan habis pakal yang dzbutuhkan = : :'_':_ -

untuk mendukung kegiatan pembelajaran, admzn1gtra31 daix"
layanan umum, dan tata usaha dan perkantoran;

d) Pembelian dan pemasangan alat absensi bagi guru da:a Tenaga 5 e

Kependidikan;

e} Pembelian pe;aiatan. kesehatan dan kese}amatan sekolah mehpui:l o

tandu, stetoskop, tabung oksigen, dan Iamnya _
f} Pembelian trophy /hadiah bagi siswa atau guru "berp} estasa, 5

g Pembiayaan rapat Tim PBP yang meliputi: konsumsi, pembe’ian Jaan_ R

alat/bahan habis pakai, penggandaan, atau’ transpartas

h) Transportasi dalam rangka pengambilan -dana PBP. Pényedzaanf .
konsumsi dan akomodasx d1per1bolehkan ika - d1p81 Iuka}:l (bagi-.' e

sekolah yang Iokasmya jauh atau memerlukan waktu)
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L.

Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan Program PBP-
ke Dinas Pendidikan. Penyediaan konsumsi -dan akomodasi
diperbolehkan jika diperlukan (bagi sekolah yang lekagnya Jauh '
atau memerlukan waktu); _ '
Penggandaan 1aporan atau pembiayaan korespoxldemm
Pembayaran asuransi gedung/siswa/peralatan;

Kartu Pelajar dan kartu perpustakaaﬂ, s
Pemberian Alat Tulis bagi siswa penerima perlengk:apan sekolah
program Pemerintah Daerah Jenjang SMA/SMK/SMALB/ SMPLB/
SDLB;

Membeli Pakaian Seragam/Dinas bagi guru -dan teliaga'_ o

kependidikan; o
Membeli Perlengkapan Sekolah bagi Anak Sekolah: Lua:z B1asa_
(SDLB, SMPLB) berupa: Pakaian seragam, Sepatu dan Tas sekolah;

Pernbiayaan konsumsi harian bagi anggota sekolah dan- konsums; -

tamu;

Penyelenggaraan pendidikan berupa pembayaran pengmapa:ﬁ dan'
konsumsi siswa program ADEM 3T, '

Pembiayaan Pelaksanaan kegiatan ulang tahuﬂ sekc:}ah dan-': B

perpisahan; _
Pembiayaan penanggulangan darurat bencana: khususnya selama

masa tanggap darurat: penunjang (bahan/alat kebermhan) ‘masker,
Pulsa/paket data untuk menunjang Peserta “didik dan - Pendidik’ o
dalam belajar secara Daring, dan Bendahara/teuaga Iiependldlkan

dalam menyelesaikan administrasi sekolah;
Pelaksanaan pengelolaan Sekolah dan pendataan PRP

1. Biaya yang dikeluarkan untuk keseluruhan 1angkalar1 tahapan__' : '. T

kegiatan, mencakup
a) Pendataan siswa

b} Penyampaian data kepada Tim Verifikasi Dmas Pendzdikaﬁ S

Provinsi
2. Komponen pembiayaan kegiatan pada angka 1) adaiah
#  alat dan atau bahan habis pakai pendukung I{egxatan 3
= konsumsi dan i:ra.nsportam kegiatan pemdataan PBP

* biaya warung internet (warnet) dan biaya transportas1 menu;u : =
warnet, apabila tahapan penggunaan -aplikasi - ‘tldal{ dapat"}. R

dilakukan di sekolah karena permasalahan jaringan mtez‘net

« biaya transportasi lokal dalam rangka kcordmasa veufakasl Co

dan validasi data; dan/atau

* Honor Operator Pendataan PBP (}f—lonor Opez ator dapat
diberikan kepada Guru merangkap sebagai operatm yang-

bukan menjadi tugas pokoknya).

Honorarium Bendahara BOS Reguler, Bendaha;a P&mblayaanr_ o
Beasiswa Pendidikan, Bendahara Gaji, Guru/tenaga yang'

membantu Bendahara yang terkait dengan pelaporan keuangan
Pemerintah; (Honorarium Bendahara dapat diberikan kepada Guzu' .
merangkap sebagai bendahara yang bukan menjadi tugas p{)koknya

Honorarium Tata Usaha dapat diberikan kepada Guru - merangkap

sebagai tata usaha yang bukan menjadi tugas pokoknya (tugas‘ﬁ-'_

tambahan). SR
w.Honorarium Tata Usaha Bukan PNS diberikan - makszmal sebesaz‘_
UMR. -
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x Honorarium pengelola barang/aset dapat diberikan kepada’ Guru
merangkap sebagai pengelola barang/aset yang sudah- meﬂdapatkan L
penetapan Keputusan dari Kepala Daerah;

y. Honorarium Tim Manajemen BOS Sekolah;

z. Honorarium Tim Manajemen PBP; -

aa. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan belanja mula:.“ :

50.000.000,- (lima puluh juta rupinh) s.d 200.000.000 (dua ratus
juta rupiah) dan bukan sebagai honor rutin;

bb. Pelaksanaan pengeiolaan Sekolah Penggerak _

a) Biaya yang dikeluarkan untuk keseluruhan rangkamn tahapan
kegiatan , mencakup : _
e Honorarium dan transportasi Tim Pelaksana;
o Konsumsi yang diperiukan; dan : _
o Alat dan/atau bahan habis pakai pedukung kegiatan. |

cc. Honorarium Kepanitiaan lainnya dalam rangka . menun}ang |
operasional sekolah (PPID, TIM SATGAS/lainnya),
dd. Jasa Pembuatan Perencanaan Site Plan Sekolah;

ee. Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang operasmnal S S
administrasi sekolah (pemberian honor berdasarkan kemampuaﬂ Ll

dari pendapatan yang diterima oleh sekolah)

Pengembangan Keprofesian Guru dan Tenaga. Kependxdﬂ{an serta' o '

Pengembangan Manajemen Sekolah.

a. Transport dan wuang saku dalam menghadiri- Peftemuan pada RS

Pemerintah Pusat/Daerah bagi tenaga pendidik dan’ kependidikan i

(termasuk operator) yang tidak ditanggung dari. pamtla keglatan-.: | R

dengan besaran sesuai dengan peraturan yang berlaku;

b. Membiayai kegiatan ' pengembangan manajemen . sekolah ygutu S
pelatihan {in house training) atau lokakarya (workshop) di- sekolah '_ R

dan pembinaan guru antara lain :
1. Pemantapan penerapan kurikulum atau Sﬂabus = -
2. pemantapan kapasitas guru dalam rangka penemp&m RPP

3. pengembangan dan/atau penerapan program penﬂmem kepada i

peserta didik; dan/atau
4. peningkatan kualitas manajemen dan administrasi Sekclah

c. Pembiayaan meliputi juran serta penyelenggaraan I{egaatah o
Musyawarah Guru Mata Pelajaran dan- Musyawarah KEE‘JS_ Kepaia’

Sekolah di Sekolah;

d. Pembiayaan tugas tambahan yang terdiri daxi: Kepa}a Sek;olah Wa}ﬂl Sl
Kepala Sekolah, wali Kelas, Guru Piket, Petugas perpustakaan, @
petugas Laboratorium, Koordinator/Guru Pelatih Ekgirakurzkuier L B
Tugas Tambahan guru pada Sekolah Kejuruan, peiiguji internal, dit. =+
(Pemberian Honor tambahan berdasarkan kemampuan darl

pendapatan yang d1ter1ma oleh sekolah);

e. Pembiayaan lain yang relevan dalam  rangka - memmjang.' o
pengembangan Keprofesian Guru dan’ Tenaga_ I{epend1d1kan, sef‘é:a_; R

pengembangan Manajemen Sekolah.
Langganan Daya dan Jasa

a) Biaya pemasangan instalasi listrik baru apabﬂa Sudah ada Jamngan__-- )

di seldtar Sekolah, dam/atau penambahan dava 11stmk
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b) Biaya Pemasangan Internet dan langganan internet dengan cara
berlangganan maupun prabayar, baik dengan JSixed modem"ﬁé&'upun _
dengan mobile modem. Adapun biaya langganan internet melalm_'_- SR
fixed modem disesuaikan dengan kebutuhan Sekolah;

¢) Biaya Pemasangan Tower Internet sekolah; : - o

d) menyewa atau membeli genset atau panel surya,- termasuk perala‘tan e
pendukungnya sesuai dengan kebutuhan, termasuk biaya perawatan
dan/atau perbaikan bag1 sekolah yang belum ada 3arzngan hstmk S
atau kondisi listrik tidak stabil, :

€] pembiayaan langganan daya dan jasa dapat dlgunakaﬂ unmk- O BN
pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidzkan daz ing. .
berbayar bagi pendidik dan/atau peserta dichk dalam rangk& B
pelaksanaan pembelajaran jarak jauh; dan : S

f) Pembiayaan langganan daya dan jasa lain yang relevan, S

8.  Pemeliharaan Sarana dan prasarana Sekolah - : L S
a) Biaya untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasara:na
Sekolah dengan ketentuan perbaikan sedang dan berat; = SN B
b) Pemeliharaan dan/atau perbaikan komputel printer, Iap‘top sekoiah, PN P
proyektor, danj/atau AC; dan/atau S
¢} Pengadaan suku cadang alat kantor (temnasuk AC Kipa.s emgm,
CCTV) SRR
d) penimbunan tanah pada halaman vang banjir/msak R o By
e} Perbaikan meubelair, dan/atau pembelian me}a d&n/atau kursz L,
Peserta Didik atau guru jika meja dan-atau kursi yang ada sudah |~
tidak berfungsi dan/atau jumiahnyva kura;ng mencukupl kebutuhan el

f) Perbaikan toilet sekolah, tempat cuci tangan saluran 311* kotor dan'
sanitasi lainnya; R

g penyediaan dan perawatan fas;htas/a}iseszbﬂltas bag1 peserta diéﬁ{ e
berkebutuhan khusus; e

h) Penyediaan sumber air bersih termasuk pomips dan ﬂistaiasmya bagiif B
sekolah yang belum memiliki air bersih; dan . - - S e

i) Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pemehharaan sal ana’ L
dan prasarana sekolah. o SRR

9. Penyediaan Alat Multimedia Pembelajaran dan Periengkapan Kantor SR
merupakan pembiay/aan dalam rangka penyediaan kebutuhan. =

a) Membeli komputer deskiop atau work station ber upa PC atau aZZ m S RS
one PC untuk digunakan dalam proses pemibela j jaran . s L

b) Membeli printer atau printer plus scariner;

¢} Membeli laptop; -

d) Membeli Air Conditioner (AC)

&) CCTV;

) Proyektor: . _ e
g Alat Peraga Pendidikan, alat praktek kej 3uman alat praktikum B Rt
penelitian/laboratorium; Alat Keseman/ﬁostum Olahraga/hostum'_;; ol

Kesenian/Kostum Lainnya; : e

h) Table + Casing; - . S R

ij Alat multimedia pembelajaran lainnya: dalam r&ﬁgka menungaﬁg*;f
pembelajaran berbasis teknologi informasi-dan komunikasi; dan oo

J) Membeli aset lainnya dalam rangka penyedlaan a]at Muitlmedza- RN
Pembela jaran (disesuaikan kebutuhan sekolah). BEEE R RIS )

10. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensz keahhan (SMK_ e
/SLB) meliputi: S
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11.

12,

a) Perjalanan dinas pengelola BKK, verifikasi, penda'}fnpingan ke
industri/evaluasi; ;

b) Biaya untuk penyelenggaraan Praktek kerja mdustn/ lapanﬁan_.
meliputi: perjalanan dinas pembimbing mencan tempat praktek
bimbingan, pemantauan peserta didik; e
¢) Biaya pemantauan dan perjalanan dinas ke’beker_;aaﬁ lulusan-_
SMK/SMALB;

d) Biaya untuk permagangan guru industry untuk masmg—masmg -
komipetensi keahlian, i
e} Biaya untul penyelenggaraan SMEK/SMALB sebagai 1@'r'nbat>'a
sertifikasi profesi pihak I; dan

f) Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang
Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian. =

Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung . keterserapan lulusa,n' L

(SMK/SLB), yang meliputi : :

a) Biaya kegiatan UKK, sertifikasi kejuruan peserta didik SMK/SMALB

b) Biaya penyelenggaraan kegiatan sertifi kasi kompeienm peserta dldll&-:: e

SMK/SMALB;

¢) Biaya untuk penyelenggaraan kegiatan Uji kemampuan bahasa" -

inggris berstandar internasional; dan
d) Pembiayaan lain yang relevan dalam rangks menun jang Pemb1ayaan _
penyelenggaraan kegiatan uji  kompetensi keahlian, - sertifikat -

kompetensi keahlian, dan uj kompetensi kemampuan bahasa inggris

berstandar internasional dan bahasa asing lainnhva bagz SMK dm
SMALB.

Pembayaran Honor o
1) Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan PNS
2} Tunjangan Hari Raya (THR) bukan PNS

Keterangan :
a. Ketentuan

1) pembayaran Honorarium Tenaga - Pendidik - Tenaga:_ : e
Kependidikan bukan PNS dapat dilalcukan dengan membuai: surat

perjanjian kerja;

2) apabila terdapat Guru dengan status PNS yang m@nga _‘;ar 161013.’1'-'; _'
dari satu sekolah, maka Honor dapat dlbenkan dari sekolah_.-_' Rt

tambahan;dan

3} pemberian Honor berdasarkan kemampuan dam pendapatan yzmgz SR

diterima oleh sekolah.

b. Ketentuan pembayaran THR bagi guru -dan ienaga kependzdikanf ;

bukan PNS:

Pendidik/pegawai bukan PNS yang telah mempunyai tnasa kez Ja satuf. 5 ¥ -
bulan, berdasarkan ketentuan (Peraturan Menteri  Tenaga Kerja© =~
Nomor 6 Tahun 2016}, berhak mendapatkan THR dengan_gi SRS

perhitungan proporsional.

1) telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus_'_

menerus atau lebih, diberikan sebeser 1 (satu) buian gajl,

2) mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus te‘téipl'.-:"
kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikayi : secara proporsmnal TR

sesual masa kerja;’ _
dengan rumus (masa kerja x 1 (satu) bulan dlbagz 12 (dua beias))

3) Apabila terdapat Guru dengan status PNS yang. ‘mengajor leblh'g'_'_ e

dari satu sekolah, maka THR tidal dapat d1bemkan, dan

seleolah.

4} Pemberian THR berdasarkaﬁ kemampuan dan : pendapatan._: ._ g
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PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

A. Pembukuan dan Laporan di Sel}:olah

1. Pembukuan

Adapun pembukuan dan dokumen pendukung yang harus dlsusun;

oleh Sekolah dengan ketentuan sebagai ber 11<ut : : :

a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah - . S
RKAS ditandatangani oleh kepala - Sekolah anmte Sekolah dan <eu,1a_'
yvayasan (khusus untuk Sekolah yang dzselenggazakan oleh_maéyarakat
dan dibuat 1 (satu) kali dalarm 1 (satu) tahun. pada awal tahun pelaj 3aran
tetapi apahbila diperlukan dapat direvisi sesual ketentuan yang berlaku L
RKAS harus dilengkapi dengan rencana penggunagm dana secara’ I‘il’lCl,
yang dibuat tahunan dan triwulan Lmtuk tlap sumbe1 dana.yang duemma;.;f |
Sekolah. : : =

a. Buku Kas Umum - - : : e _
Buku Kas Umum { BKU) dlsusun untul{ Sumber dana yaﬂg dmnhkl ___cﬂehi-
Sekolah Pembukuan dalam BKU mehputl semua txansak ' "

bendahara dan kepala. Seko}ah

b. Buku Pembantu Kas

Buku ini harus mencatat tlap transakm tunaz dan dztaneiatangem}. oieh
bendahara dan kepala Sekolah S :

c. Buku Pembantu Bank S R e :
Bulku ini harus mencatat tiap transak& melalm bank daiam D tul«_: cel{
giro, atau tunai dan datandatangam oleh bendahara dan kepal Seko}ah

d. Buku Pembantu Pajak P
Buku pembantu pajak berf ungsi mencatat semua transa,ksz yang hai

dipungut pajak serta memonitor pungutan dan pe:nyetor
dipungut selaku wajib pungut pa jak S

. O pname Kas d&iﬂ Berita Acaza Pemerzksaan Kas

bentuk kas tunai maupurl kas yang: ada ch bank atau iekenmg-Se
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Hasil dari opname kas keémudian dibandingkan dengan saldo akhlr BKU S
pada bulan ber sangkutan Apabila terjadi perbedaan,_ mak:a harus'
dijelaskan penyebab perbedaannya. : : _
Setelah pelaksanaan opname kas, maka kepala Sekalah dan bendahara R e
menandatangani berita acara pemeriksaan kas. R

g. Bukti pengeluaran : :

1. Tiap transaksi pengeluamn harus didukung dengaﬂ 'buktl kuziansz e
yang sah. : L : B

2. Bukti pengeluaran ua:ag dalam gumiah teri:emu hams c’ilbubuhi"__ S
materai yang cukup sesuai dengan ketentuan peratman perundangm:'
undangan mengenai bea materai IR R
(Pembelanjaan Barang/Jasa Mulai dari Rp. 5.000.000 menggunaka:n
materai senilai Rp. 10.000, sedangkan pembelanjaan dibawah
Rp.5.000.000 tanpa menggunakan materai) _

3. Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci ‘sesuai
dengan peruntukannya,

4. Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dlplsah dalam
bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi.

5. Tiap bukti pembayaran harus disetujui kepala Sekolah dan chbayar
lunas oleh bendahara. g :

6. Segalajenis bulti penﬁeiuaran harus dlSlI‘l‘lpEiI’l oleh 'bendahara sebagal '
bahan bukti dan bahan laporan. |

2. Pelaporan
Laporan Ke Dinas Pendidikan : by e
1. Laporan pelaporan keuangan yang diserahkan kepada sz Pemblayaan
Beasiswa Pedidikan berupa. |

a) RKAS dilaporkan pada awal tahun/saat perubahan (bulan Juli setelah
PPDB)

Buku Kas Umum

Buku Pembantu Kas

Buku Pembantu Bank

Buku Pembantu Pajak

Opname Kas {arsip di sekolah)

Laporan Aset |

Surat Pernyataan Tanggung Jawab(SPTJ) (3 belanja) . -
Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) (8. edaran)

=

S50 20

oty

2. Penyerahan/pengiriman laporan Triwulan dirincikan sebagai berilcif:

o Semester | paling lama tanggal 10 Juli
e Semester I1 paling lama tanggal 10 Januari
25
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3. Pencatatan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat. -
Dokumen ini harus disimpan di Sekolah dan diperlihatkan kepada
a) pengawas Sekolah; dan SRIETERE R
b) tim PBP Provinsi untuk SMA, SMK dan SLB; dan pemer 1ksa lazllnya B
apabila diperlukan. E

4. Ketentuan Pajak R
Ketentuan pajak terkait. penggunaan PBP di Sekolah harus mengzkuti R

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pajak nasmnai cianf"i
pajak daerah.

a) Pajak terkait pengadaan barang

1) Memungut dan menyetor PPN sebesar 10% uniiuk nilai pembehan
mulai dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas penyerahaﬁ
BKP/JKP oleh PKP rekanan pemerintah. Tetapi jka nﬂai pembehan S5 RS
+ PPN-nya jumlahnya tidak melebihi Rp 1.000.000, (dua: juta’
rupiah) dan bukan merupakan pembayaran yang élpecah»«pecah 4 B
PPN vyang temtang dipungut dan disetor oleh ielxa:ﬂan PKP 1‘cu
sendiri. L

e {untuk }:aengadaan buku-buku pelajaran: umum kl’{ab suei -
dan buku- buku pelajaran agama, cizbebaskan PPN)

2) memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% untuk 1‘111a1 pembehaﬂ m‘zﬁa;;” e
dari Rp. 2.000.000, {}0 (duajuta rupiah) :

b Pajak terkait peﬂoadaan jasa

Memungut PPh Pasal 23 dengan ketentuan Sebagal berzkm e
e Memiliki NPWP dikenakan sebesar 2% S
¢ Tanpa NPWP dikenakan sebesar 4%

Jasa vang dikenakan pada PPH 23 adalah :
a. Jasa Konsumsi (jasa boga atau catering)
h. Jasa Sewa _
c. Jasa Pemeliharaan

¢} Pajak Honor

I) Memungut PPh Pasal2l dengan ketentuan sebagéu bemkut: s

s PNS
a) GOLONGAN I DAN I : TIDAK KENA- PAJAK
b) GOLONGAN TII ; 5%
¢ GOLONGAN IV : 15%
o NON PNS
a) NPWP ; 5%
b) NON NPWP : 6%
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o | rmsanss | ASPTEST | emmma |

f




2)

Tugas tambahan dikenakan PPH 21

d} Ketentuan Tidak dikenakan Pajak:

1)
2)

3)

Upah Tukang Harzan dengan pekerjaan Rp. 450.000/ hazl

Honor Guru Non PNS Bulanan dengan penghasﬂan maksimal
Rp.4.500.000/bulan :

Honor Tenaga Kependidikan dengan penghasilan -maks’im_za;l 1
Rp.4.500.000/bulan :

FGUBERNUR KALIMANTAN BARAT {4,
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FORMAT PER’FANGGUNGJAWABAN PEMBIAYAAN BE‘A’S_ISWA:-PENE@@&S; ®BR)

1. Contoh Format Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS)
(SMA/SMEK/SLB Negeri)

Nama Sekolah
Desa/Kecamatan
Kabupaten/Kota
Sumber Dana PBP

RENCANA KERJA ANGGARAN SEKOLAH - :

~ ABPD

—
o d e e T

JUMLAL
{RP) -

NO KODE

REKENING

URAIAN

Keterangan: Tata Cara Penglszan Format RKAS
1.
2.

&

Mengetahui
Komite Sekolah

Menyetu jui,
Kepala Sekolah -

...........................

Bendahara PBP

ws

NAMA N s
CONIPL G e

NAMA
NIP

Kolom 1, diisi dengan nomor urut; - R
Kolom 2, diisi Kode Rekemng antara lam kocie rekenmg bela ja__pegawaz
Dana PBP dan/atau belanja barang dan jasa PBP serta be}dm;a modal Dana
PBP;
Kolom 3, diisi uraian berup& belaﬁ 3a pegawal Dana PBLP da_'i’l beian ja'baraﬁg
dan jasa dana PBP serta belanja modal Dana LPBP L '
Kolom 4, diisi jumlah rencana belania; dan ce '_

Kolom 5, 6, 7, dan 8 diisi jumlah rencana penge}aaraz} pada uap trl V’Lﬂ&l

B
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2. Contoh Format Buku Kas Umum (SMA/SMK/SLB Negeri)

' BUKU KAS UMUM -
BULAN..ccovevennn

Nama Sekolah
Desa/Kecamatan
Kabupaten/Kota
Sumber Dana PBP : ABPD _ . R R e e BT
TANGGAL | KODE NO | URAIAN | PENERIMAAN | PENGELUAR AN [ SALDO | -~ = °
Rekening | BUKTI : : A WERRARE N e e LR L FE P I B
1 2 3 4 5 e BT

............

Saldo BKU Bulan ........... sebesar Rp
Terdiri dari i

Saldo Tunai : Rp.

Saldo Bank : Rp.
Mengetahui 0 0,

Kepala Sekolah R Bendahara F’BP

NAMA c NAMA
NIP e

Keterangan: Tata Cara Peng:tSlan I“ormat Buku Kas Umum
1. Kolom 1, diisi dengan tanggal {ransaksi dana PBP;- :
2. Kolom 2, diisi dengan kode rekening pendapata11 atau belan}a Da'“
transaksi merupakan aeahsam pendapatan atcm belaﬂ}a bﬂa bukan
dikosongkan; -
Kolom 3, diisi dengan Nomor Bukti Dakumen/ Sm ai Peri anggung}awaban Yang
Sah (Bukti SPJ); _ :

Kolom 4, diisi dengan uraian transaksi Dana PRP - AT
Kolom 5, diisi dengan jumlah rupiah PBP yang dltemna bendahar -I’BZP
Kolom 6, diisi dengan jumlah rupiah PBP yang dikeluarkan PBP;
Kolom 7, diisi denganjumlah saldo dari saldo sebelumnya dli:ambah peue; unaanf
atau pengeluaran pada saat’ {ransalksi, Sl

w

No e

*} Kode Rekening Penerimaan, diisi Kode Rekenmg y:mg tercmﬁum 'pada cas
Bendahara Dana PBP. R B
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3. contoh Format Buku Pembantu Kas (SMA/SMK/SLB Negeri)
Buku Pembantu Kas

Nama Sekolah

Desa/Kecamatan

Kabupaten /Kota :

Sumber Dang PBP : ABPD

TANGGAL | KODE NO URAIAN | PENERIMAAN | PENGELUARAN . ;SALDO
Rekening | BUKTI ' :

1 o 3 P 5 6 1 7

Saldo BKU Bulan ........... sebesar Rp............

Terdiri dari

Saldo Tunai : Rp.

Saldo Bank : Rp

Mengetahui

Kepala Sekolah Bendahara PBP

NAMA NAMA
NIP NIP

Keterangan: Tata Cara Pengisian Format Buku Kas Umum:

1. Kolom 1, diisi dengan tanggal transaksi dana PBP; PRy
2. Kolom 2, diisi dengan kode rekening pendapaian atau - bﬁlanja Dana PBP b}h L
transaki merupakan 1f,ahsasz pendapatan atau belanja bﬂa bukan cukup
dikosongkan; IR
Kolom 3, diisi dengan Nomor Bukti Dokumen/Surat Pertanggung]awaban Yang I R
Sah (Bukti SPJ); _

Kolom 4, diisi dengan uraian transaksi Dana PBP;

Kolom 5, diisi dengan jumlah rupiah PBP yang diterima bendahara PBP

Kolom 6, diisi denganjumlah rupiah PBP yang dikeluarkan PBP; IRRBRE Ry
Kolom 7, diisi dengan jumilah saldo dari saldo sebelumnya datambah penenmaan L
atau pengeluaran pada saat transaksi s

(i

NOo W
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4. Contoh Format Buku Pembantu Bank (SMA/SMK/SLB Negeti) -
BUKU PEMBANTU BANK

Nama Sekolah

Desa/Kecamatan

Kabupaten/Kota

Sumber Dana PBP : ABPD

TANGGAL | KODE NO | URAIAN | PENERIMAAN | PENGELUARAN | SALDO |
Rekening | BUKTI | -
1 2 3 7 5 6 7

Mengetahui
Kepala Sekolah Bendahara PBP

NAMA NAMA
NIP NIP

Keterangan: Tata Cara Pengisian Format Buku Kas Umium:

1. Kolom 2, diisi dengan tanggal transaksi dana PBP; i
2. Kolom 3 diisi dengan kode rekening pendapatan atau belanja Dana PBP bﬂa'_'f o
transaksi merupakan realisasi pendapatan atan belanja- bﬂa bukan cuk:up o
dikosongkaun; SR
Kolom 4, diisi dengan Nomor Bukti Dokumen/Surat Pertanggung]awaban Y:‘mg' e
Sah (Buktl SP.Jy;

Kolom 5, diisi dengan uraian transaksi Dana PBP;

Kolom 6, diisi dengan jumlah rupiah PBP yang diterima bendahara PBRP;

Kolom 7, diisi dengan jumlah rupiah PBP yang dikeluarkan PBP; .~ HEEN
Kolom 8, diisi denganjumlah saldo dari saldo sebelumnya chtambah penm imaan
atau pengeluaran pada saat fransalksi

o

Nouas
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5. Contoh Format Buku Pembantu Pajak {SMAfSM.K/'SLBNégéﬂ) Rt

BUKU PEMBANTU PAJAK

Nama Sekolah
Desa/Kecamatan
Kabupaten/Kota
Sumber Dana PBP : ABPD e DT e e
TANGGAL | KODE NO URAIAN | PENERIMAAN | PENGELUARAN | SALDO o
BEU BUKTT | L e e
1 2 3 4 3 6 b T

Mengetahui T
Kepala Sekolah Bendahara PBP

NAMA NAMA =
NIP NIP

Keterangan: Tata Cara Pengisian Format Buku Kas ’Umum
1. Kolom 1, diisi dengan tanggal transaksi dana PBEP;
2. Kolom 2, diisi dengan kode BRKU

3. Kolom 3, diisi dengan Nomor Bukt Dokumen/Sul at Pel tangguug;awaban Yang
Sah (Bukti SPJ); R :

Kolom 4, diisi dengan uraian transaksi Dana- PBP _
Kolom 5, diisi dengan jumlah rupiah Pemotongan Pajal«;
Kolom 6, diisi dengan jumlah rupiah Penyetoran Pajak;

Kolom 7, diisi dengan jumlah saldo dari saldo sebeimnnya ditambah penenmaan
atau pengeluaran pada saat transaksi : _ .

Noa b
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7. Contoh Format Opname Kas (Berita Acara Pemeriksaan Kas) (SMA]SMK/SLB
Negeri) '

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini ... Tanggai .......................... o Tahuan ]
Yang bertandatangan di bawah ini, kami Kepala Sekolah yang ditunjuk
berdasarkan Surat Keputusan No. tanggal

Nama e

NIP TP PR e e

Jabatan

Melakukan pemenksaan kas kepada
Nama
NIP
Jabatan

...................................................
.................................................

yang berdasarkan Surat Keputusan No. ................ Tanggal
Ditugaskan dengan pengurusan uang ..................

........................

Berdasarkan pemerlksaaﬂ kas serta bukti-bulti dalam pengurusan 1111,'. 5
kami menemui kenyataan sebagai berikut:

Jumlah uang yang dihitung di hadapan Bendahara /Pemﬁ:gang Kas a daiah

aj Uang kertas bank, uang logam  Rp

b} Saldo Bank Rp
¢) Surat Berharga dll Rp
Jumlah  Rp . a i
Saldo vang menurut Buku Kas
Umum Rp
Perbedaan antara saldo kas dan
saldo buku RP v
Yang diperiksa, Yang Memeriksa,
Bendahara/Pemegang Kas Kepala Sekolah
NAMA NAMA
NIP NIP
33
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8. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAR PEMBIAYAAN
BEASISWA PENDIDIKAN (SMA/SMK/SLB Negeri)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAR

Nama Satuan Pendidikan

Eode Organisasi : {NPSIN)

Nomor/Tanggal DPA-SKPD : 903/115/DPA-SKPD/BPKPD-B/02 Januari 2019
Kegiatan : Pelayanan Dana Beasiswa Pendidikan

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa bertanggtmg jawab secara g
formal dan material atas kebenaran realisasi penerimaan dan’ pengeéluaran Dana - Beamswa .
Pendidikan serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dlpungut atas penggunaan :

Dana PBP pada Trwulan .......... Tahun Anggaran.......... Dengan rincian sebagai berileat”
B Penerimaan Dana FBP
a. Sisa Dana Tahun/Tahap Ialo L+ .
b. Triwualan |
¢ Triwulan I 15 SN
d. Triwulan II ELc o DDTOIUTRUTOPN
e TriwulanlV Bpoiiiicie
JOMELAH
I Penerimaan Kurang Salur Bpoiiiicn
g. Penerimaan Xurang Salur 14 U o
Jumlah Penerirmaan R - TP
B, Pengeluaran Dana BOS
i. Belanja Pegawai Rporiiiiiicrie
2. Belanja Barang dan Jasa L+« OO
3. Belanja Modal B SRR
Jurnlah Belanja U RD it i
. Sisa Dana BOS (A-B)
Terdiri atas
Sisa Kas Tunai o =
Sisa Kas Pajak 2 TN
Sisa Uang di Bank RO i

Bukti-bukti atas belanja tersebut pada huruf B disimpan pada Satd:tmen N egen/Sathksus};;ﬁ i
Negeri untuk kelengkapan administrasi dan kepetluan- pemeﬂksaan sesum peramran Perundang‘—_- ST
undangan. AT
Apabila bukii-bukd tersebut tidak benar yang mengaklbatkan kemglan daerah, fs’a‘ya. PRSI
bertanggungjawab sepenuhlnya atas kerugian daerah dima.ksud sesuai kewenangan saaya I
berdasarkan ketentuan perundang-undangan. . _ L

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenamya

Srm e e *amoamouu

Kepala smfsmc/sm Negen R

Materai .| R TR
10,000 | NEMA o

Keterangan: Tata Cara Pengisian Format Surat Pemyataan Tanggung Jawab
1. piisi dengan nomor SPTJ Satdikmen Negeri dan Satdiksus: Neg@m
2. Diisi nama Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri: -

3. Diisi kode Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri; _

4. Diisi nomer dan tanggal DPA-SKPD yang bersangkutan;

3. Diisi kode kegiatan Dana PBP;

6. Diisi dengan semester berkenaan;

7

8

9.

1

. Diisi dengan tahun anggaran berkenaan;
. Diisi penerimaan dana PBP per triwulan atau semester

Diisi tempat dan tanggal diterbitkannya SPT.; S L
0. Diisi Nama dan NIP Kepala Satdikmen Negeri /Satdlksus Negen.
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8. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAR PEMBIAYAAN BEASISWA
PENDIDIKAN (SMA/SMK/SLB) |

SURAT PERNYATAAN TANCGGUNG JAWAB MUTLAK. '(SPTJM)
SEKOLAH PENERIMA DANA PBP SMA/SMK/SLB NEGERI -
TAHUN: PELAJARAN 2019/2020
NOIIOT e it e eanennes

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Jabatan

Nama Sekolah
Alamat Sekolah : e
Telp D rerreeeea HP v, Fax....ioie.. -

.....................................................................

L R L R L L L L E TR N T N T T P N e

Menyatakan akan bertanggungijawab dan menjalankan keWéijiﬁan"seBagéi Bei“ikiit" S

1. Menyalurkan bantuan dana PBP SMALB sesuai Perj ﬁnjmn Kexja Sama pemberia;n ol
bantuan yang sudah disepakati dan petunjuk telmis pengelolaan belaﬂja PBP

2. Bersedia menerima sanksi dan/atalt mengembalikan sebagian-atau’ seluruh dana R
bantuan yang sudah diterima, apabila di kemudian hari ternyata: terbuku ”éldﬁl{
menggunakan dana PBP sesuai ketentuan yang ditetapkan.’ ety

3. Bertanggung jawab secara  administrasi, teknis, dan keuangan terhadap g
penyaluran PBF SMALB. o

4, Mengirim laporan pertanggung;awaban sesiai ketentuan yang bez 1aku secara'-lf
fepat waktu, _ : -

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenamy& unttﬂ{ dapat dlgunakan GEE
sebagaimana mestinya. . '

Kepala Sekolah -~
Materai
10.000 e
(----;nuu.nn..-n.n,.---nnnni.;.;-'x'.}
WIP . ionsiecia i sivonmisins s o
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9. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWﬁBf'_'-pEmmym
BEASISWA PENDIDIKAN (SMA/SMK/SLB) - S R

KOP SEKOLAH

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MIUK DAERAH

Nomor :

Pada hari ini, ....... tanggal Tiga Puluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh, ka;m yang belt,anda ’
tangan di bavwah ini:

1 DNama
NIP .
Pangkat/Golongrmn
Jabatan
Asal Tugis
Alamat

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

3

Nama

INIP :
Pangkar/Golongan

Jabatan : Kepala Dinas
Asal Tugas

Alamat

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah mnenyerahlan kepf{da PIHAh KEDUA S

berupa Aset yang berswmber dari Dana Pembiayaan Beasiswa Pendidikan Tahun 20”0

Berilkut adalah Rincian Aset

No Nama Barang Merek Jh Barang E~Ia:rga/Unit .:_ jﬁ_nﬂz-ﬂ} : SR

Untuk diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidilkan dan Kebudayaan Provinsi Kahmant‘mBalat S R

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang Milik Dacrah dibuat dan dapat chpm Dmmalmn
sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA PIHAK hEEDﬁA

Kepala SMAN /SMKIV/SIBN.......... Kepala Dinas Pendlidikan- daanbudayq 311 o Sl

Provinsi I\ahmaman Bala‘f nAEAE B e

NIP N
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10. TFORMAT SURAT KONTRAK KERJA

KGP SEKOLAH

KONTRAK KERJA

Bahwa untuk meningkatkan tanggung jawab, disiplin dan etos kerja serta mengatur =
ketertiban dalam melaksanakan:tugas untuk tenaga tidak tetap ( Guru / TU ) maka’ dibuat "
suatu kesepakatan kerja / kontrak kerj ja antara SMA Negeri 1 Pontianal dan Pe«awa; Tideik
Tetap {(P'FT )} dengan ketentuan sebagai berilcut : Pada hari ini .. ,............. L tanggal ... Jbulan
............. tabun ............ bertempat di SMA/SMK/SLB Negeri .....coiivervvveeniiinn, . vang & o
bertanda tangan di bawah ini : e

1. Nama
NIP
Pangkat / Golongan
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat :
Sebagai Pihak Pertama

2. Nama
NIP
Pangkat / Golongan
Jabatan
Alamat
Sebagai Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama sepakat dan menvetu}.ul perjc‘m},lan' L
kontrak kerja dengan ketentuan sebagai berikut: '

Pasal 1.
Pihale Pertamma memberi pekerjaan kepada pihak Kedua sebagai Guri Honor Mata Pelajeu an' : L
................. di SMA/SMEK/SLB Negeri ....ooocvvvvnvreenn,

Pasal 2.

Pihak kedua berkewaiiban :
(1} Melak sanakan tugas sesuai dengan uraian tugas :
(2} Memenuhi ketentusin yang beérlaku di lingkungan SMA/SMK/SLB Negen _

L T A o

Pasal 3.
Pihak Kedua berhak atas -

(1) Penerimaan honor yang telah disepakati / ditetapkan Rp. 60. OOO per _;am mengajal

(2) Penghasilan lain yarg sesuai seperti Insentif, THR yvang telah diteﬁtukan oleh Pihak
pertama,

Pasal 4.

Pihak kedua dapat memperpanjang masa kerja jika kinerja dan ioyahtas seiama bekez }a.i L
dinilai cakap, dan dengan membuat kesepakatan baru. '
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Pasal 5

Jika pihak kedua telah habis masa kerjanya dan tidak menerusk&n / mengundul kan dm,'.é -

maka tidak berhak mendapat pesangon.

Pasal 6 _ ' RN
Pihak kedua melaksanakan tugas sejak tanggal 02 Januari ........... sampeu dengan tanggai'
30 Juni......... { satu semesier)

Pasal 7.

Pihak kedua vang tidak melaksanalkan kewajiban / melanggar ketentuan yang telﬂh : ol

disepakati. Maka akan :

(1} tidak dibayar honor / gaji;

{2} diberhentilzan sementara

(3} diberhentikan dengan hormat tanpa menerima pesangon / santunan

Pasal 8,
Pihak kedua diberhentikan apabila :
(1} tidak sehatjasmani / rohani menurut keterangan resmi dari dolxter
2} tidak mampu melaksanalkan tugas
(3) tidak miclaksanakan kewajiban seperti terfera pada pasal 2;
4
pada lingkungan kerjg;
(8) dihukum penjara sesuai ketentuan / keputusan hakim; dan - - S
(6] jika ada guru negeri yang mutasi atau masuk sebagai PNS baru sesua; Mapei yanc Dz
ampu oleh guru yang bersangkutan.

Pasal G,

tidak menunjukkan sikap atau budi pekerii yang baik yang mﬂngaklbatkan gangauan S

Pihak kedua yang mempergunakan fasilitas selwolah seperti : rumah; as:mmua kend&raml dan-'i o

lain-tain agar supaya :
{1) Menjaga, merawat dan memelihara sebagaimana mestinya. -

(2) Memperbaiki / mengganti’ kerusakan secara . pribadi, dan '--tidalx mendapatkan_ ;'5:'55.' 3

penggantian dari pihak sekolah.
(3) Melaporan keadaan dan kondisi fasilitas yang dipergunakan kep'tda plmpman

Pasal 10.
Pihak kedua yvang memakai / menempati rumah dinas ber kewa_]zban : EEEEE
(1) Mengosongkan / pindah apabila pihak selolah. 3nemper€funakan untuk kepentingan
dinas, tanpa penggantian / mendapatkan biaya pindah; = : :
{2} Tidak mendapatkan biaya perbaikan rumah selama menempati dan
(3) Tidak merubah / merusak bentuk hangun:an,

Pasat 11.
Perjanjian ini beralchir dalam hal:
{1) Berakhir masa perjanjian;
(2} Pihak kedua berhenti dengan permintaan sendirj; I
(3} Meninggal dunia dan tidak dapat digantikan dengan ahli waris ybs cian S
(4} Diberhentikan sebagaimana tertera pada pasal 7 dan 8 :

Surat Perjanjian Kontrak ini di tanda tangani dan d1buat pada han tangb‘ﬂ bulan-“;f S
dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian dalary 1a.ngkap 2 (dua) wdort - EE |
mempunyai kel vatan hukum yang sama kemudian diserahkan kepada Plhak Kedua ashnya' RS |

dan Pihak Pertama tembusannya.

pihak.
PIHAK KEDUA : PII-IAK PERTAMA i
NAMA - NAMA
NIP NP
36 : o

h. b e

Demikian perjanjian kontrak kerja ini dibuat dan ditandatangam Dleh laedua be}‘ah'




